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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan masyarakat kepada negara. 

Pemungutan pajak juga bersifat memaksa karena dilakukan berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Artinya, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak. Menurut pajak.go.id “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pembayaran wajib ini imbalannya tidak dirasakan secara langsung tetapi dapat 

dirasakan lewat fasilitas yang diberikan dari negara kepada masyarakat seperti 

jalan, jembatan, penerangan jalan, dan sebagainya. Pajak menjadi sumber 

penerimaan negara yang terbesar untuk menjalankan roda pemerintah, 

pembangunan, maupun sosial.  

Di Indonesia, penerimaan pajak di Indonesia sesuai data yang dipaparkan 

Badan Pusat Statistik yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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Tabel 1. 1 Realisasi APBN Penerimaan Negara Tahun 2017-2020 

Sumber : djpb.kemenkeu.go.id  
 

Pada tabel 1.1 menunjukan sumber penerimaan negara dari berbagai jenis 

penerimaan baik penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Dapat dilihat 

pada tabel bahwa penerimaan pajak lebih besar dari penerimaan bukan pajak. Hal 

ini menunjukan bahwa negara Indonesia masih sangat bergantung pada penerimaan 

perpajakan untuk melaksanakan pemerintahan. Pendapatan negara dan hibah 

Indonesia dari tahun 2017-2020 lebih dari 70% berasal dari penerimaan perpajakan. 

Hal ini memperkuat pernyataan bahwa pendapatan negara Indonesia sebagian besar 

berasal dari pajak.  

Pada tabel 1.2 memaparkan data antara APBN dan realisasi (dalam jumlah 

nominal rupiah dan dalam persentase) pada tahun 2017-2020 
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Tabel 1. 2 Peresentase APBN dan Realisasi APBN 

Uraian  
APBN Realisasi (%)  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Penerimaan 

Pajak 
1.472,7 1618,1 1.786,4 1.404,5 91,2 93,9 86,6 91,5 

Penerimaan 

Bukan 

Pajak 

260,2 275,4 378,3 294,1 119,6 148,6 107,8 116,9 

Hibah 3,1 1,2 0,4 1,3 374,2 1.300,5 1.239,2 1,448,7 

Pendapatan 

Negara dan 

Hibah 

1.736,1 1894,7 2.165,1 1.699,9 96,0 102,6 90,5 96,9 

Sumber : djpb.kemenkeu.go.id  

 

Pada tabel menunjukkan bahwa tingkat realisasi antara APBN dengan 

realisasi tahun 2017-2020 pada penerimaan pajak tidak menyentuh angka 100%. 

Hal ini dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah yang realisasinya 

menyentuh lebih dari 100%. Realisasi penerimaan pajak yang rendah bisa 

disebabkan karena rendahnya kesadaran WP dalam membayar pajak dan terjadinya 

kondisi global seperti pandemi virus COVID-19 yang menghambat kegiatan 

ekspor. Pada tahun 2017 membaiknya kinerja cukai dan meningkatnya ekspor 

impor, dan meningkatnya harga komoditas, dampak positif dari program penertiban 

importir berisiko tinggi (PIBT) dan program penertiban cukai berisiko tinggi 

(PCBT) yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2017, juga Tax Amnesty 1 Januari 

2017- 31 Maret 2017. Pada tahun 2018 pertumbuhan meningkat karena terdapat 

pertumbuhan ekonomi, meningkatnya harga komoditas, dan meningkatnya 

kepatuhan pasca amnesti pajak. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak 

menurun akibat pelemahan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri terkait 

pandemi virus Corona. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
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menghadapi kondisi dimana di satu sisi harus mengumpulkan penerimaan pajak, di 

sisi lain juga memberikan dukungan dan bahkan membantu Wajib Pajak untuk 

mendapatkan insentif perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian 

dan dunia usaha, terutama para pelaku ekonomi bisa bertahan dan pulih kondisi 

usahanya (kemenkeu.go.id)  

Pemerintah sebagai pengguna dana pajak memiliki kepentingan untuk 

menjalankan pemerintahan dan menjalankan fungsi. Fungsi pemerintah adalah 

fungsi layanan. Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. Fungsi 

pengaturan fokus dari fungsi ini adalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, 

tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dalam membuat kebijakan, 

harus dibuat lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus 

meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus 

mengatur dan melindungi masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga 

negara. Fungsi pemberdayaan fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus tahu dan mampu memilih 

alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selain tiga 

fungsi pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerah, terdapat fungsi lain 

yang dimiliki pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur, menyediakan barang 

dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, 

menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, dan menjaga 

stabilitas ekonomi. Maka dari itu, pemerintah akan terus menaikkan serta 

mengoptimalkan penerimaan pajaknya guna menjalankan fungsinya karena 
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terdapat keinginan pemerintah tersebut, wajib pajak akan merasa bahwa pajak 

adalah suatu beban. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” Tidak jarang wajib pajak ingin menghindari 

pembayaran pajak. Munculnya undang-undang ini menimbulakan celah-celah 

untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan menjadi salah satu dari 

wajib pajak yang lebih dikenal dengan wajib pajak badan. “Badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap” (Pasal 1 angka 3 UU 

KUP). Masih sering dijumpai banyaknya praktik penghindaran pajak yang 

dilakukan wajib pajak badan. Hal ini bertentangan dengan keinginan negara yang 

mengumpulkan dana dari pajak sebesar-besarnya. Bagi perusahaan iuran pajak 

akan menurunkan laba bersih perusahaan. Upaya pengurangan pajak secara legal 

disebut penghindaran pajak (tax avoidance) sedangkan upaya pengurangan 

pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak ( tax evasion).  
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 Menurut Suandy (2017:8) tax avoidance adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan pengaturan hukum urusan wajib pajak sehingga 

mengurangi kewajiban pajaknya. Hal ini dilakukan untuk urusan pribadi atau bisnis 

untuk mengambil keuntungan dari loopholes, ambiguitas, anomali atau kekurangan 

lain dari undang-undang perpajakan. Tax avoidance adalah bentuk dari 

perlawanan aktif yang dilakukan wajib pajak ketika surat ketetapan pajak 

belum dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi 

kewajiban perpajakan. Komite urusan fiskal dari Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menyebutkan karakter penghindaran 

pajak, yaitu “1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah 

terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor 

pajak; 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang 

atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan 

itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; dan 3) 

Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan 

menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat 

wajib pajak menjaga serahasia mungkin. ” (Council of Executive Secretaries of Tax 

Organization, 1991 dalam Suandy, 2017). Perusahaan melakukan tindakan tax 

avoidance tidak semata-mata karena rendahnya kesadaran dalam membayar 

pajak tetapi terdapat motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Dilakukannya praktik penghindaran pajak pada perusahaan adalah 

sesuatu yang tidak diinginkan pemerintah. Perusahaan diharapakan ikut andil 
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bagian dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan cara membayar 

pajak tanpa melakukan praktik penghindaran pajak. 

 Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning. Tax planning atau 

perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang 

harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah 

yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan 

dengan tetap mematuhi perturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini, 

artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak 

diatur oleh undang-undang (loopholes) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi 

atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tax avoidance dilakukan antara 

lain untuk tujuan memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sehingga 

biaya yang dikeluarkan lebih efisien, memperhitungkan dan menyiapkan 

pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau 

denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak, dan bukan untuk mengelak 

membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari 

jumlah yang seharusnya.   

 Pengukuran penghindaran pajak dengan ETR, Hanlon & Heitzman (2010) 

dalam Sugiyarti dan Ramadhani (2019)  ETR dihitung dengan cara membagi beban 

pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan 

mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang 

akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan 

keuangan perusahaan. Tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR) dapat dijadikan 

kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif, seperti yang diungkapkan 
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oleh Yulianty, et al. (2021) ETR mampu menggambarkan tax avoidance yang 

berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. 

Semakin kecil nilai ETR maka mengindikasikan tingginya tax avoidance yang 

dilakukan perusahaan.  

 Penelitian ini menggunakan perusahaan industri barang konsumsi sebagai 

objek penelitian. Industri barang konsumsi merupakan sektor yang 

memproduksikan kebutuhan sehari-hari masyarakat umum. Contoh: makanan, 

minuman, produsen tembakau, farmasi, kosmetik, peralatan rumah tangga dan 

lainnya. Menurut Kemenperin (2017) industri barang konsumsi masih sangat 

diandalkan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap industri 

non migas. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang 

konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-migas 

serta peningkatan realisasi investasi. Kementerian Perindustrian mencatat, 

sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB industri non-migas 

mencapai 34,95 persen pada triwulan III tahun 2017. Hasil kinerja ini menjadikan 

sektor tersebut kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya.  

 Pada tabel 1.3 memaparkan data mengenai peran tiap cabang industri 

terhadap PDB nasional tahun 2016-2017 

Tabel 1. 3 Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Nasional 

  

   (persen) 

No  Lapangan Usaha  2016 2017 

1 
Industri Barang Konsumsi : Makanan, Minuman, dan 

Tembakau  
6,91 7,04 

2 Tekstil dan Pakaian Jadi  1,16 1,11 
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3 Industri Kulit, Barang dari kulit dan Alas Kaki  0,28 0,27 

4 
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan 

Gabus dan Barang Anyaman dari 

Bambu, Rotan dan Sejenisnya 

0,65 0,60 

5 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; 

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 
0,72 0,71 

6 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 1,8 1,74 

7 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0,64 0,63 

8 Industri Barang Galian bukan Logam 0,72 0,66 

9 Industri Logam Dasar  0,72 0,73 

10 Industri Barang Logam; Komputer,Barang Elektronik, 

Optik; dan Peralatan Listrik 
1,95 1,86 

11 Industri Mesin dan Perlengkapan  0,32 0,32 

12 Industri Alat Angkutan 1,91 1,82 

13 Industri Furnitur 0,26 0,52 

14 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan 

Pemasangan Mesin dan Peralatan 
0,17 0,15 

Industri Non Migas  18,21 17,88 
Sumber : BPS diolah Kemenperin  

 

Pada tabel di atas menunjukan bahwa industri barang konsumsi 

menghasilkan PDB tahun 2017 sebesar 7,04% dari total keseluruhan PDB yang 

dihasilkan industri non migas yaitu sebesar 17,88%. Sektor industri barang 

konsumsi adalah penyumbang kontribusi terbesar atas angka produk domestik 

bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri non migas secara keseluruhan. Produk 

Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang 

mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. PDB pada dasarnya 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada tabel di atas memaparkan bahwa 

industri barang konsumsi memproduksi barang terbanyak dalam industri non 
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migas. Hal ini disebabkan karena industri barang konsumsi erat kaitannya dengan 

kebutuhan pokok manusia karena produknya dapat dinikmati langsung oleh 

konsumen. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui letak pengoptimalan laba 

industri barang konsumsi salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan 

biaya pajak.  

Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2018, industri 

makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui 

pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen. Bahkan, pertumbuhan 

produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2018 naik sebesar 

3,90 persen (y-on-y) terhadap triwulan IV-2017, salah satunya disebabkan oleh 

meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44 persen. 

Selanjutnya, industri makanan menjadi salah satu sektor yang menopang 

peningkatkan nilai investasi nasional, yang pada tahun 2018 menyumbang hingga 

Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur 

sepanjang tahun lalu mencapai Rp222,3 triliun. Kementerian Perindustrian 

mencatat, kinerja industri makanan dan minuman selama periode 2015-2019 rata-

rata tumbuh 8,16% atau (4,69%di atas rata-rata pertumbuhan industri pengolahan 

non migas sebesar 4,69%. Di tengah dampak pandemi, sepanjang triwulan IV tahun 

2020, terjadi kontraksi pertumbuhan industri nonmigas sebesar 2,52%. Namun 

demikian, industri makanan dan minuman masih mampu tumbuh positif sebesar 

1,58% pada tahun 2020 (Kemenperin.go.id) 

 Pada kenyataannya fenomena penghindaran pajak pada industri barang 

konsumsi masih terjadi. Salah satunya adalah Lembaga Tax Justice Network pada 
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tahun 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American 

Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT 

Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita 

kerugian US$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah 

mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua 

cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 

2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan 

layanan (nasional.kontan.co.id). Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat 

penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi.  

 Mahdiana dan Amin (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan suatu pengukuran yang dikelompokan berdasarkan besar kecilnya 

perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan 

pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu 

pengelompokan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp. 

10.000.000.000 Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 

53/POJK.04/2017 peusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki total 

aset lebih dari Rp250.000.000.000. Ukuran perusahaan dihitung menggunakan 

Ln Total Aset. Perusahaan besar akan memiliki aset yang besar karena perusahaan 

memiliki sumber daya dan kemampuan yang besar maka kemungkinan mempunyai 

tata kelola aset yang baik. Apabila pengelolaan aset perusahaan baik maka akan 

menghasilkan laba yang tinggi laba yang tinggi akan menghasilkan beban pajak 

yang tinggi sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak guna menekan 
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beban pajak perusahaan. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar pula beban pajak yang bisa dikelola oleh perusahaan agar menjadi rendah. 

Apabila beban pajak rendah maka ETR akan rendah, apabila ETR rendah maka tax 

avoidance akan tinggi.  

 Sales growth merupakan tingkat pertumbuhan penjualan di suatu 

perusahaan. Tingkat penjualan menurut Gitosudarmo (1999:21) dalam Purwanti 

dan Sugiyarti (2017) adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan 

penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan 

yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Sales growth menjadi 

indikasi bahwa perusahaan mengalami perkembangan dalam sisi penjualannya 

terhadap keuntungan. Perusahaan yang mengalami grafik pertumbuhan pada 

penjualannya akan menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar 

mengakibatkan tingginya beban pajak perusahaan. Menurut Undang-Undang 

No. 36 pasal 6 Tahun 2008 biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang pada 

perhitungan laba fiskal salah satunya adalah biaya promosi guna 

mengusahakan agar penjualan suatu produk meningkat. Biaya promosi adalah 

bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka 

memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung 

maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. 

Maka perusahaan dapat memperbesar biaya-biaya yang diperbolehkan menjadi 

pengurang dalam perhitungan fiskal untuk menghasilkan laba fiskal yang rendah. 

Laba fiskal yang rendah akan menghasilkan beban pajak yang rendah. Beban pajak 
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yang rendah akan menghasilan ETR yang rendah sehingga terindikasi terjadinya 

tax avoidance.   

 Umur perusahaan adalah seberapa lama perusahaan berdiri. Perusahaan 

yang sudah lama berdiri harus mampu bersaing dengan perusahaan baru yang 

membawa ide-ide segar. Pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan go 

publik, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada 

masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya 

dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Perusahaan yang 

sudah lama akan mempunyai pengalaman dalam melakukan tax avoidance. 

Pengalaman dan lamanya aktivitas operasional perusahaan maka perusahaan dapat 

mengatur dana untuk mengelola perpajakannya, sehingga kegiatan tax avoidance 

dalam perusahaan dapat meningkat.  

 Intensitas aset tetap merupakan gambaran seberapa banyak investasi 

yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 

16 menjelaskan bahwa aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan pada 

pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama 

lebih dari satu periode. Kebijakan perusahaan terkait dengan aset tetap yang lebih 

tinggi ditujukan untuk peningkatan biaya depresiasi sebagai biaya yang diakui 

dalam pajak. Di sisi lain, jumlah aset tetap yang tinggi diharapkan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan menurut pandangan para pihak berkepentingan. 

Intensitas aset tetap memungkinkan terjadinya tax avoidance dalam perusahaan 
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apabila investasi aset tetap perusahaan dalam jumlah besar karena beban depresiasi 

yang besar pula maka pajak yang dibayarkan akan kecil. Intensitas aset tetap 

perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap 

perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak perusahaan 

dikarenakan adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Beban depresiasi 

dapat menjadi pengurang dalam perhitungan laba fiskal perusahaan. Undang-

Undang No. 36 pasal 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa metode depresiasi yang 

diperbolehkan adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Apabila aset tetap 

perusahaan banyak, maka beban depresiasi yang dhihasilkan juga besar. Jika beban 

depresiasi besar, maka akan menghasilkan laba fiskal yang kecil. Apabila laba 

fiskal kecil maka menghasilkan beban pajak yang rendah. Jika beban pajak rendah 

maka ETR akan rendah. Semakin rendah ETR maka mengindikasikan tingginya tax 

avoidance yang dilakukan.  

 Menurut Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), komite audit merupakan salah satu jenis komite yang 

dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”) Komite Audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Untuk perusahaan go 

public atau perusahaan public atau emiten wajib memiliki komite audit. Komite 

Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris 

Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit 
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diketuai oleh Komisaris Independen. Menurut Oktamawati (2017) Komite audit 

membantu tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan laporan keuangan. Komite 

Audit berfungsi sebagai pengawas dalam pembuatan laporan keuangan serta 

pengawasan internal. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka 

penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit 

maka fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Salah satu tugas komite audit 

menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 adalah 

melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. Berkaitan dengan tax 

avoidance maka, fungsi komite audit memastikan bahwa pembayaran pajak 

perusahaan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka, semakin 

sedikit jumlah komite audit maka fungsi pengawasan akan tidak efektif dan kontrol 

akan semakin rendah terhadap pengamatan mengenai ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sehingga, manajemen dapat melakukan penghindaran pajak 

dengan meminimalkan pembayaran pajak dengan menurunkan laba fiskal. Apabila 

laba fiskal rendah maka beban pajak yang dihasilkan rendah. Beban pajak yang 

rendah mengakibatkan ETR semakin kecil. Apabila ETR kecil maka terindikasi 

terjadinya tax avoidance.  

 Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen 

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis 

yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Sedangkan 

menurut World Business Council for Sustainable Development mengemukakan 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen 
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berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi 

kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan 

karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada 

umumnya. CSR pada perusahaan merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan serta salah satu bentuk kontribusi langsung dari perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ataupun kepedulian mengenai 

kelestarian lingkungan. CSR merupakan suatu bentuk komitmen untuk bertindak 

secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas 

hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang No. 36 

pasal 6 Tahun 2008 terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang 

diperkenankan sebagai pengurang laba fiskal. Apabila perusahaan melakukan CSR 

maka secara fiskal beban atas CSR tersebut dapat mengurangi laba fiskal. Apabila 

laba fiskal rendah maka beban pajak rendah. Jika beban pajak rendah ETR akan 

kecil. Apabila ETR kecil maka tax avoidance yang dilakukan akan semakin besar. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Titisari dan Mahanani (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

direplikasi yaitu:  

1. Proksi penelitian sebelumnya menggunakan CETR sedangkan penelitian ini 

menggunakan ETR. 

2. Penambahan variabel independent Intensitas Aset Tetap yang mengacu 

pada penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) 

3. Pengurangan variabel independen yaitu variabel Komisaris Independen.  
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4. Periode penelitian ini menggunakan periode 2017-2020 sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan periode 2013-2015. 

5. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor consumer goods 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh  Ukuran Perusahaan, Sales Growth, Umur Perusahaan, Intensitas Aset 

Tetap, Komite Audit, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax 

Avoidance”  

1.2 Batasan Masalah  

Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah tax avoidance 

menggunakan proksi ETR. Variabel independen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, sales growth, umur 

perusahaan, intensitas aset tetap, komite audit, Corporate social 

Responsibility (CSR). 

2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. Penelitian ini mengambil data periode 2017-2019. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka perumusan masalah 

yang akan diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance? 
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2. Apakah sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance? 

4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance? 

5. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance? 

6. Apakah Corporate social Responsibility (CSR) berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai: 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

2. Pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. 

3. Pengaruh umur perusahaan terhadap tax avoidance. 

4. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance. 

5. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. 

6. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai faktor- 

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tax avoidance dan menjadi bahan 

kajian atau acuan dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah 
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pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di 

lingkungan akademisi.  

2. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik tax avoidance 

yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya 

penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak 

dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan 

Negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai berdasarkan 

Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.  

3. Bagi Investor  

Dapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan 

mengambil kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat membantu calon 

investor dalam pertimbangan keputusan investasi  

4. Bagi Kreditor  

Dapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan 

mengambil kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat membantu calon 

kreditor dalam pertimbangan keputusan pemberian kredit kepada 

perusahaan  

5. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan membuktika bahwa 

terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan, sales growth, umur 

perusahaan, intensitas aset tetap, komite audit, Corporate social 

Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance. Selain itu juga penelitian ini 
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diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tax avoidance.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang saling terkait. Sistematika dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  TELAAH LITERATUR 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai 

dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian, kerangka penelitian serta rumusan hipotesis penelitian yang 

dilakukan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian, 

metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

rangka pembuktian penelitian.  

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang 

telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan 

hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah 

dan tujuan penelitian, serta membahas keterbatasan penelitian dan saran 

yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.  
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